1. Nama Lembaga Perkumpulan Forum Warga Kota Jakarta
‘ (FAKTA)
Alamat . Jalan Panca warga IV No.44 RT/RW. 003/07, Kelurahan
Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta
Timur, DKI Jakarta.
Selanjutanya disebut “PENGGUGAT"
2. Nama - Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Alamat - Jalan Medan Merdeka Selatan, No. 8-9, Jakarta
Pusat, DKI Jakarta
Selanjutnya disebut “TERGUGAT"
3. Nama Instansi - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
ER[‘/\?\ Alamat - Jalan Mandala V No.67, Jakarta Timur, DKI Jakarta.
\Z\\ Selanjutnya disebut “TURUT TERGUGAT I"
= 4. Nama Instansi - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
Alamat -Jalan Medan Merdeka Selatan, No. 8-9, Jakarta
Pusat, DKI Jakarta
Selanjutnya disebut “TURUT TERGUGAT II”
5. Nama - PT. Graha Mega Raya, Mall Cilandak Town
Square
Alamat - Gedung Cilandak Town Square, Jalan T.B.
Simatupang Kav.17, Jakarta Selatan, DKl Jakarta
Selanjutnya disebut “TURUT TERGUGAT III"
Para Pihak dalam hal ini PENGGUGAT bersama TERGUGAT, TURUT

AKTA PERDAMAIAN
Nomor: 438/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Pada hari ini Selasa, tanggal 26 Februari 2019, dalam persidangan Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

TERGUGAT |, TURUT TERGUGAT Ii dan TURUT TERGUGAT Ill dengan ini
sepakat:
1.

Bahwa, antara Pinak PENGGUGAT, TERGUGAT, TURUT TERGUGAT |,
TURUT TERGUGAT Ii dan TURUT TERGUGAT Il terjadi permasalahan



N

hukum sehubungan tidak ditegakannya Kawasan Dilarang Merokok
sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur P‘rovinsi DKI jakarta Nomor
88 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Provinsi DKI
Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Kawasan Dilarang Merokok;

Bahwa Sehubungan dengan hal di atas, Pihak PENGGUGAT melihat
TERGUGAT, TURUT TERGUGAT |, TURUT TERGUGAT |l telah
menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan kewenangannya

dengan melakukan penegakan Kawasan Dilarang Merokok di Mall

Cilandak Town Square;

Bahwa TURUT TERGUGAT i dalam hal ini PT. Graha Mega Raya, Mall
Cilandak Town Square juga sudah melakukan upaya perbaikan
pengawasan dan penegakan Kawasan Dilarang Merokok dalam wilayah
tanggung jawabnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya penandaan,
menyediakan fasilitas ruang merokok diluar gedung dan terdapat

pengawas khusus terhadap pelanggaran Kawasan Dilarang Merokok.

4. Bahwa, antara Pihak PENGGUGAT, TERGUGAT, TURUT TERGUGAT |,

TURUT TERGUGAT Il dan TURUT TERGUGAT il bersedia dan

4,{;‘: berkomitmen untuk melakukan kewajiban hukum dalam menegakan

3
\ 7

%‘\aturan Kawasan Dilarang Merokok khususnya di Mall Cilandak Town

i
Square;

5 Bahwa, antara Pinak PENGGUGAT, TERGUGAT, TURUT TERGUGAT |,

TURUT TERGUGAT Il dan TURUT TERGUGAT Il dapatmembentuk
Tim secara bersama-sama sebaga upaya melakukan pengawasan
dan penegakan Kawasan Dilarang Merokok di Mall Cilandak Town

Square;

Bahwa kesepakatan Perdamaian ini dibuat untuk medapatkan
perlindungan atas kesehatan lingkungan, hal ini juga
termasukhakmenghirup udara sehat bebas dari asap rokok secara
khusus bagi pengunjung pusat perbelanjaan dalam hal ini Mali

Cilandak Town Square.

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan

antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan



perdamaian antara para pihak sendiri, \dan untuk itu telah mengadakan
persetujuan  yaitu sebagaimana termuat dalam AKTA KESEPAKATAN
PERDAMAIAN (DADING) dalam upaya penyelesaian Perkara dengan nomor
438/Pdt.GG/2018/PN  Jakpus, secara musyawarah dan mufakat antara
PENGGUGAT dengan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT | TURUT TERGUGAT

Il dan TURUT TERGUGAT IIi.

Selanjutnya para pihak tersebut memohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini

dalam Akta Perdamaian.

Setelah isi perjanjian perdamaian (dading) dan pernyataan sebagaimana
termuat dalam kedua Akta Notaris tersebut dibacakan kepada para pihak, maka
mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi

perjanjian perdamaian (dading) dan pernyataan tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan

sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor: 438/PDT.G/2018/PN.JKT.PST.

\\ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat pejanjian Kesepakatan Perdamaian dan pernyataan

tersebut di atas;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 serta
ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menghukum kedua belah pihak: Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat |,

Kuasa Turut Tergugat |, Kuasa Turut Tergugat il, dan Kuasa Turut



Tergugat lll., tersebut untuk menaati isi perjanjian yang telah disepakati

tersebut di atas;

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.116.0000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah), secara

tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA, tanggal 19 FEBRUARI 2019,
oleh DUTA BASKARA, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, H.SUNARSO, S.H.,
M H dan DIAH SIT! BASARIAH, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana dibacakan pada hari SELASA, tanggal 26 FEBRUARI
%2&‘9 juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim

e

@*&eb dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh AGUS
\/\)\W?AN S H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat,

Hakim iJ(etua

/ S~ ‘
1/ H.SUNARSO. S HsWCH. DUTA BASKARA, S.H. M.H.

| |
5 DIAH SITI BASARIAH, S.H., M.Hum.

Panitera Penggant]

T.t.

AGUS WAWAN , S.H.




